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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kredit modal
kerja proyek pemerintah antara CV Karya Wiraguna Sejahtera Dengan PT
Bank Syariah NTB Cabang Lombok Timur dan untuk mengetahui hambatan
pelaksanaan terhadap pelaksanaan kredit modal kerja CV Karya Wiraguna
Sejahtera Dengan PT bank Syariah NTB Cabang Lombok Timur. Metode
yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang di
dapat adalah Pelaksanaan kredit modal kerja CV KWS dengan Bank NTB
Syariah Cabang Lotim menggunakan beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi calon nasabah atau nasabah seperti secara umum dan secara khusus.
Untuk CV KWS melakukan penawaran menggunakan cara khusus seperti
menyerahkan Fotocopi undangan/Aanwijzing/Dokumen lelang dan Company
Profile, menyerahkan Surat Penunjukan/Surat Penetapan Pemenang Barang
dan Jasa (SPPBJ)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Kontrak,
Rencana Anggaran Biaya (RAB)dan Rencana Anggaran Proyek (RAP), dan
menyerahkan Surat Kontrak diserahkan ke bank, Swurat Pernyataan untuk
melakukan pembayaran termin dan uang muka melalui rekening di Bank
NTB Syariah Cabang Lombok Timur.

Kata Kunci : Kredit Modal, Bank NTB, CV KWS.



ABSTRACT

The objectives of this study are to ascertain the execution of working capital loans

for government projects between CV Karya Wiraguna Sejahtera and PT Bank
Svariah NTB Fast Lombok Branch and 1o ascertain the implementation
tmpediments to such tmplementation. This Research is conducted using empirical
legal theary. The findings from the study are used to execute the working capital
credit CV KWS with the Bank N1B Syariah Lotim Branch employing a mimber of
criteria that current customers and potential customers must meet both generally
and specifically. Make an offer for CV KWS using special procedures, such as
submitting a photocopy of the Invitation' Aanwijzing auction documents and the
company profile, as well as a letter of appointment/letier of determination of the
winner of goods and services (SPPRI)/letter of starting work (SPMK)/contract
letter, a budget plan (RAB) and project budget plan (RAFP). Next, send a Statement
Letter and the Contract Letter to the bank so that they can process the payment of
terms and advances through an account at the Bank NTB Syariah East Lombok
Branch.

Keywords: Capital Credit, NTB Bank, CV KWS.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui, negara Indonesia saat ini merupakan negara
berkembang yang aktif berkembang di segala bidang, baik fisik maupun non
fisik. Salah satu bentuk realisasi pembangunan yang dilakukan adalah
pembangunan dan rehabilitasi sarana, proyek infrastruktur, jalan, jembatan,
pelabuhan, irigasi, saluran air, perumahan dan perkantoran sosial, dan lain-
lain.

Kegiatan ekonomi di masyarakat pada dasarnya dilakukan oleh pelaku
ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu dan lembaga dengan tujuan
komersial dalam arti badan usaha atau bisnis. Kegiatan ekonomi datang dalam
berbagai bentuk dan skala yang berbeda. Kegiatan tersebut dapat berupa
produksi (barang dan/atau jasa), perdagangan (barang atau jasa), atau
intermediasi. Baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.? Kegiatan
usaha yang dilakukan oleh kontraktor ini memiliki wilayah yahg spesifik sesuai
dengan kebutuhan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Banyak dari kontrak.tor ini terlibat aalam industri konstruksi atau
pembangunan, seperti: Pembangunan gedung, pembangunan jalan,
pembangunan sarana dan prasarana masyarakat. Termasuk juga pengadaan

barang dan/atau jasa tertentu untuk perusahaan pemerintah dan swasta.

! Djumialdji, Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya
Moanusia, PT. Rinea Cipta, Februari 1996, hal 1

2 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, dalem Neni Sri Imaniyati, Hukum
Bisnis Telash tentang Peloku don Kegiatan Ekonomi, Penerbit Graha Ilmu, Yogyeakarta, 2009, hal. 1



Pendanaan proyek kurang penting dalam pengembangan proyek. Pembiayaan
proyek sendiri merupakan terjemahan dari istilah project finance dan
sebenarnya merupakan teknik canggih dalam dunia keuangan.

Apa sebenarnya arti keuangan proyek berasal dari definisi Clifford
Chance. Dalam definisi ini, pembiayaan proyek didefinisikan sebagai berbagai
struktur pembiayaan dengan karakteristik umum yang tidak secara mendasar
bergantung pada pinjaman yang dijamin oleh pemberi pinjaman pembiayaan
proyek. Pihak pemberi -biaya sangat percaya dan mengandalkannya dari
menjalankan proyek.3

Munir Fuady mengatakan ada risiko yang terlibat dalam pendanaan
proyek, termasuk:*

Risiko proyek / komersil,
Risiko dari pihak debitur,
Risiko kredit karena wanprestasi dari negara debitur,

Risiko karena force majeur,
Risiko politik.

ok~

Berbagai bentuk tindakan telah dikembangkan untuk mengatasi risiko di
atas dan sering menjadi bahan negosiasi yang intens antara para
pihak.Pengurangan biasanya mendistribusikan kembali risiko yang mungkin
masih ada (alokasi risiko). 'I.'ujuan alokasi risi'ko, juga dikenal sebagai transfer
risiko, umumnya memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk meminimalkan risiko.

2. Menemukan jalan untuk mengimbangi risiko.

3 Munir Fuady, Pembiayaan Perusshaan Masa Kini (Tinjausn Hukum Bisnis), PT. Citra
Aditya Bokti, Bandung, 1997 hal.5
“Ibid, hal. 20



3. Mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mungkin atau bersedia
menerimanya.

Adapun pengalihan risiko dalam pengembangan proyek, jika kontraktor
wanprestasi, dapat dilakukan dengan bantuan pihak lain yaitu pihak dari bank
sebagai penjamin. Peran bank sebagai lembaga keuangan sangat penting, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana kita ketahui, fungsi
utama bank adalah untuk menarik uang atau menghimpun dana dari masyarakat
umum, mendistribusikan pendapatan kepada masyarakat serta memberikan
kredit kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.

Pendanaan untuk kontraktor dapat berasal dari berbagai lembaga
keuangan. Bank merupakan salah satu sumber pendanaan yang umum bagi
kontraktor. Selain bank, masyarakat juga memiliki lembaga keuangan, lebih
tepatnya dibagi menjadi lembaga keuangan model utama oleh Munir Fuady.®
1. Model Pembiayaan Lewat Lembaga Pembiayaan, yaitu :

a. Sewa Guna Usaha (Leasing)

b. Anjak Piutang (Factory)

c. Modal Ventura (Venture Capital)

d. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)

e. Pembiayaan dengan Kartu Kredit

Model Pembiayaan Lewat Pasar Modal

Model Pembiayaan Lewat Pendanaan Langsung (Private placement)
Model Pembiayaan Lewat Pasar Uang

Model Pembiayaan Project (Project Finance)
Model Pembiayaan Dagang dan Ekspor-Impor.

Sk owd

Dalam hal ini, bank menghimpun dana melalui program pinjaman. Kredit
merupakan salah satu kegiatan bank dan merupakan hasil penghimpunan dana

dari masyarakat. Pinjaman bank diberikan kepada

5 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global, Penerbit
Citra Aditys Bakti, Bandung, 2005, hal. 121



berbagai lapisan masyarakat, mulai dari usaha kecil dan menengah dan bisnis
rumah tangga hingga proyek konstruksi bernilai ratusan juta dan milyaran.
Adanya kredit pelaku ekonomi ini sangat membantu, mengingat tidak semua
pelaku ekonomi di Indonesia memiliki harta atau aset yang besar sebagai modal
untuk memulai usaha. Kebanyakan dimulai dari nol atau tanpa modal usaha,
sehingga hal ini membutuhkan dukungan praktis untuk meningkatkan
produktivitas dan mengembangkan roda perekonomian. Sebagai salah satu
pelaku ekonomi masyarakat, kontraktor juga merupakan pihak yang terkena
dampak kredit.'

Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur bertujuan untuk menjamin
penerima jaminan bahwa bank sebagai penjamin akan melaksanakan segala
kewajiban yang diperjanjikan dalam hal penjamin (nasabah) lalai
melaksanakan kewajibannya, merupakan jaminan yang diberikan oleh bank,
pihak dalam hal ini adalah pemborong atau kontraktor adalah Orang
perseorangan yang merupakan badan hukum atau perusahaan yang merupakan
badan hukum yang terlibat dalam pelaksanaan pemborongan. Pemborong dapat
berupa orang perseorangan atau badan hukum, publik atau swasta. Untuk
proyek pemerintah, pembor.ong harus berbada{n hukum.

Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur sendiri melihat
perkembangan pada masa pembangunan saat ini dimana masih banyaknya
kebutuhan pembangunan diberbagai sektor, jasa konstruksi masih dapat
dikembangkan dan Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur memiliki

peluang pasar dalam meningkatkan layanan pinjaman. Dengan pemikiran



tersebut, Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur telah memperluas
kapabilitas perbankannya dengan memberikan pinjaman kepada kontraktor
berlisensi melalui Paket Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK Konstruksi).
Namun, seperti pengaturan lainnya, pemberian pinjaman kepada pemborong
atau kontraktor yang telah memenangkan kontrak besar dari pemerintah dan
sektor swasta juga harus mempertimbangkan aspek hukum seperti: Perjanjian
dalam Kontrak, Risiko dalam Peminjaman, dan Jaminan Pemberian Kredit.
Aspek peminjaman harus diperhatikan karena dapat menimbulkan masalah.
Misalnya, siapa yang harus bertanggung jawab jika kontraktor tidak
menyelesaikan pekerjaan sesuai target fisik dan waktu.

Pada prinsipnya pemberian pinjaman kepada kontraktor tidak jauh
berbeda dengan pemberian pinjaman kepada pengusaha di bidang usaha lain
dalam pekerjaan konstruksi dan/atau pengadaan barang dan jasa. Namun, salah
satu perbedaan utama yang membedakan pemberian pinjaman kepada
kontraktor dengan pinjaman lainnya kepada pengusaha adalah jaminan atas
pinjaman tersebut. Salah satu syarat pinjaman kontraktor dari bank adalah
jaminan akad itu sendiri, yang tentunya berbeda dengan jaminan pinjaman
lainnya. Apabila melihat ke:[entuan pemberiaﬁ kredit.

Lombok Timur merupakan salah satu daerah terpadat di Nusa Tenggara
Barat (NTB). Wilayah ini merupakan wilayah dengan pertumbuhan tercepat
kedua dalam hal pembangunan infrastruktur setelah Kota Mataram.
Dibandingkan dengan kabupaten lain di NTB. Pemerintah Lombok Timur

perlu mampu melaksanakan berbagai pembangunan dan pemerintah



membutuhkan bantuan kontraktor sebagai pelaksana di lapangan. Tentunya

pengembangan yang dilakukan para kontraktor ini tidak lepas dari dukungan

modal kerja dari lembaga keuangan, termasuk perbankan. Berdasarkan
beberapa persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Pelaksanaan Kredit Modal Kerja Proyek Pemerintah Antara

CV.Karya Wiraguna Sejahtera Dengan Bank NTB Syariah Cabang Lotim”

B. Rumusan Masalah
Setelah menyimak beberapa persoalan di atas, maka persolan utama yang
ada di benak pgnulis yang akan saya bahas pada bab selanjutnya adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kredit Modal Kerja Proyek Pemerintah Antara
CV Karya Wiraguna Sejahtera Dengan PT Bank Syariah NTB Cabang
Lombok Timur ?

2. Apakah Faktor Hambatan Pelaksanaan Terhadap Pelaksanaan Kredit
Modal Kerja CV Karya Wiraguna Sejahtera Dengan PT Bank Syariah
NTB Cabang Lombok Timur ?

C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukanni/a penelitian ini aaalah :
a Untuk Mengetahui Pelaksanaan Kredit Modal Kerja Proyek
Pemerintah Antara CV Karya Wiraguna Sejahtera Dengan PT Bank

Syariah NTB Cabang Lombok Timur.



b. Untuk mengetahui Hambatan Pelaksanaan Terhadap Pelaksanaan
Kredit Modal Kerja CV Karya Wiraguna Sejahtera Dengan PT bank
Syariah NTB Cabang Lombok Timur.

2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
a Manfaat Secara Akademis
Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Strata Satu (S1)
Program Studi -llmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Mataram.
b. Manfaat Secara Teoritis
Diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan dan
pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya
Hukum Perdata, kontraktor borongan dari pemerintah pada bank ntb
syariah cabang Lombok Timur.

¢ Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap
dukungan nasabah bank dan kontraktor. Bagi praktisi, studi ini dapat
diperhitungkan keiika menyusun pérjanjian kontrak untuk bekerja
sama untuk menghindari potensi masalah yang timbul untuk

meningkatkan kemajuan di bidang ini.



D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Karya Tentu saja dalam menciptakan sebuah karya, kita tahu
bahwa, khususnya dalam karya ilmiah, perlu menjaga orisinalitas karya, itulah
kata kuncinya.Penelitian ilmiah, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus
menunjukkan orisinalitasnya. karya Kami mengambil sampel dari tiga
penelitian sebelumnya yang bersangkutan dan menggunakannya sebagai
perbandingan Kami melihat orisinalitas penulis.

Penelitan pertama yang dilakukan oleh Nisa“ul Fitriani dengan judul
Pemberian Krgdit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Objeknya Tanah
Dengan Status Hak Guna Bangunan Di Bank NTB Syariah.®

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemberiant pinjaman
jaminan hipotek. Targetnya adalah tanah berstatus Hak Guna Bangunan milik
Bank NTB Syariah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif
empiris. Investigasi yang diperoleh menunjukkan bahwa meskipun prosedur
pemberian pinjaman di Bank Syariah NTB sudah sesuai dengan aturan
prosedural, dalam praktiknya masih terjadi penyimpéngan. Kendala
penyaluran kredit di Bank NTB Syariah antara lain kedekatan prospek dengan
pegawai bank, pembatasaﬁ pengajuan perr'nohonan pinjaman yang tidak
lengkap, dan informasi yang diberikan prospek tidak benar. Cara Bank NTB
Syariah mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan survei kedua
atau lebih mendalam terhadap calon nasabah yang dekat dengan karyawannya.

Persyaratan aplikasi kredit yang tidak lengkap dapat diatasi

6 NISAUL-FITRIANI-D1A016230.pdf (unram.ac.id) diskses pada tanggal 16 Juli 2022
Pukul 16.56 Wita



https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/NISAUL-FITRIANI-D1A016230.pdf

dengan menunda permintaan aplikasi kredit dari CS hingga persyaratan
lengkap dan mengecek kembali apakah data yang diberikan sudah benar.

Penelitian kedua dilakukan oleh Amiroh Erinda Rosi dengan judul Aspek
Hukum Pemberian Kredit Kepada Kontraktor Yang Mendapat Borongan
Pekerjaan Dari Pemerintah (Studi Bank NTB Syariah Cabang Selong).

Pada prinsipnya pemberian pinjaman kepada kontraktor tidak jauh
berbeda dengan pemberian pinjaman kepada usaha lain. Kredit
kontraktor did'asarkan pada kesepakatan borongan antara kontraktor dan
pemerintah. Aspek hukum yang mendasari pemberian kredit dijelaskan
dalam SK DIREKSI Bl NO. 271/162/KEP/DI R. membahas tentang
aspek pembiayaan yaitu pendirian usaha, izin usaha, dan legalitas
permohonan yang diajukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pinjaman
modal kerja kontraktor adalah pinjaman yang diberikan untuk memenuhi
kebutuhan modal kerja tertentu dari jasa kontraktor atau jasa pengadaan
barang pada saat melakukan pekerjaan volume tinggi berdasarkan
kontrak kerja. Pemberian fasilitas kredit secara tegas diatur dalam Pasal 1
angka (2) Undang-Undang.Nomor 10 Tahun' 1998 tentang Perbankan. Bank
NTB Syariah menganut prinsip 5C (karakter, kapasitas, permodalan,
agunan, kondisi ekonomi) dan 7P (kepribadian, pihak, dan tujuan,
pandangan, pembayaran, dan profitabilitas, perlindungan). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat pemberian kredit

modal kerja kepada kontraktor Bank NTB Syariah dan bagaimana
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menyelesaikan permasalahan antara kontraktor dengan bank syariah jika
terjadi kredit macet dalam perjanjian kredit modal kerja. Penelitian ini
termasuk dalam Kkategori penelitian hukum normatif dan empiris.
Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan hukum dan
pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber hukum yang
digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis
bahan hukum menggunakan analisis kualitatif. Hasil investigasi dan
pembahasan menyimpulkan bahwa persyaratan pemberian pinjaman
modal kerja kepada kontraktor yang telah menerima kontrak kerja dari
pemerintah telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk
penyelesaian perselisihan antara kontraktor dan bank syariah dapat
dilampirkan. Dalam hal terjadi klaim yang rusak, bank akan berupaya
menyelamatkan pinjaman dengan melakukan restrukturisasi kredit
penyelesaian pinjaman oleh badan hukum yang dilakukan oleh KNPKNL
(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Selanjutnya penelitian ke tiga yang dilakukan oleh Hasniar denagn judul
Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Permintaan Kredit Modal
Kerja (KMK) pada PT. Bani( Rakyat Indonesié (Persero) Thbk. Kantor cabang
Jeneponto di Kabupaten Jeneponto.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suku bunga
kredit terhadap permintaan kredit modal kerja (KMK) di PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Thk Kantor Cabang Jeneponto di Kabupaten Jeneponto.

Variabel survei adalah suku bunga kredit dan kredit modal kerja.
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Populasi penelitian ini adalah data laporan keuangan khususnya laporan suku
bunga kredit dan referensi laporan modal kerja PT. Bank Rakyat Indonesia
Cabang Jeneponto Kabupaten Jeneponto adalah data pelaporan keuangan
periode 2010-2014 khususnya suku bunga kredit dan catatan laporan kredit
modal kerja. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan
wawancara. Analisis data menggunakan analisis regresi sederhana SPSS
(Statistic Product and Service Solution) 16 For Windows program.

Hasil persamaan regresi yang diperoleh pengaruh tingkat suku bunga
kredit terhadap permintaan kredit modal kerja - yaitu: 109.981.846 +
12.679.443 X. Berdasarkan hasil tersebut, kami menemukan bahwa suku bunga
kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit modal kerja.
Besarnya pengaruh suku bunga terhadap permintaan kredit modal kerja pada
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jeneponto Kabupaten
Jeneponto sebesar 0,7% yang berarti besaran kontribusinya sangat kecil,
sehingga tidak dapat dikatakan ada pengaruh yang signifikan atau tidak
signifikan, namun sisanya sebesar 99,3% merupakan faktor lain seperti

persyaratan pendanaan dan legal. Hubungan antara bank dan pelanggan debitur.
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
B. Tinjauan Umum Tentang Persetujuan Kredit
1. Pengertian perjanjian kredit

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari
overeenkomst, dan menurut Pasal 1313 KUHPerdata, persetujuan adalah
perbuatan seorang atau lebih orang yang setuju untuk mengikatkan diri
pada seorang atau lebih orang lain tersebut. Perjanjian atau persetujuan
(overeenkqmst) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata
hanya dapat dibentuk dengan persetujuan atau kehendak (toestemming)
dari semua orang yang terlibat dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam
perjanjian atau perjanjian yang bersangkutan.’

Perjanjian adalah hukum properti antara dua pihak di mana satu
pihak berjanji, atau tampaknya telah berjanji, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu, dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut
pelaksanaan hubungan janji itu. R. Wirjono Prbdjodikoro juga
mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum harta benda antara
dua pihak. Dalam hal .ini, salah satu piﬁak dianggap telah berjanji atau
berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan pihak

lain berhak menuntut pelaksanaan:®

7 Komar Andasasmita, Notaris 11 Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya, Cetakan 2,
Bandung: Ikaton Notaris Indonesio Daersh Jowa Barat, 1990,hal. 430

8 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertulis, Bandung:
Subur, 1991, hal.1
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Kredit berasal dari kata “credere” atau credo yang berarti
kepercayaan. Munculnya model kredit teknologi tidak lepas dari evolusi
sistem di masyarakat. Terutama relevan dengan masalah perdagangan dan
bisnis yang dijalankan komunitas lainnya. Konsep pinjaman adalah
meminjamkan uang kepada seseorang dan membayarnya kembali dengan
bunga setelah jangka waktu tertentu.

2. Pengaturan Persetujuan kredit

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1
angka (11)., mengatur bahwa pinjaman adalah suatu penawaran uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu perjanjian
atau kontrak pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang
merupakan kewajiban kepada peminjam. menyatakan bahwa wajib
membayar kembali Jangka waktu.

Jadi, secara ringkas, menawarkan kredit adalah salah satu bentuk
penyaluran dana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan,
komponen pinjaman dapat diidentifikasi secara hukum dan dijelaskan
sebagai:®
a. Penyediaan uang sebagai utang oleh b'ank.

b. Tuntutan yang dapat disamakan dengan pemberian uang sebagai
pinjaman, seperti pembiayaan pembangunan rumah atau pembelian

kendaraan.

° Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan
Pembiayasn, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 59
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c. Kewajiban peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya tepat waktu.
dengan pembayaran bunga.

d. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam dengan syarat-syarat yang
disepakati bersama antara bank dan peminjam (debitur).

Perjanjian ini merupakan jenis perjanjian yang tidak diatur oleh
hukum perdata. Perdagangan margin adalah suatu bentuk kontrak yang
berkembang dalam masyarakat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak
yang diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata. Pada hakekatnya perjanjian
pinjam mgminjam adalah suatu bentuk perjanjian pinjam meminjam,
dalam hal ini pinjam meminjam uang.

Perjanjian pinjam meminjam menurut KUHPerdata adalah suatu
perjanjian dimana satu pihak meminjamkan sejumlah barang yang telah
habis kepada pihak lain dengan syarat bahwa barang yang sama jenisnya
dan dengan syarat yang sama akan dikembalikan dalam jumlah yang sama.
Juga Barang yang disepakati sebagai pinjaman dan barang pinjaman
adalah uang yang dengannya peminjam menerima juMIah tertentu dan
dibayarkan kembali kepada kreditur dalam jumlah semula.

. Asas-asas hukum perj.anjian

Ketentuan hukum kontrak mengakui beberapa prinsip penting yang

mendasari niat para pihak untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa asas

kontraktual diatur dalam Buku 111 KUHPerdata.
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a. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.°
Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang dapat
dengan bebas mengadakan kontrak tanpa memandang isi atau
bentuknya, selama tidak melanggar hukum atau ketertiban umum dan
kesusilaan. Asas ini memiliki berbagai kebebasan®
Setuju atau tidak setuju
Membuat kontrak dengan seseorang
Tentukan isi kontrak, implementasi dan persyaratannya

Penentuan rincian kontrak
Tentukan bentuk kontrak, tertulis atau lisan.

arOdE

b. Asas Konsensualisme
Asas Konsensualisme ini termasuk dalam Pasal 1320 ayat 1
KUHPerdata, yang memuat kesepakatan bahwa suatu kesepakatan
terbentuk apabila tercapai kesepakatan (mufakat) antara para pihak
mengenai pokok-pokok perjanjian. kontrak menja'di mengikat dan

mempunyai akibat hukum.*2

10 Subekti dan Tjitrosudibyo, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2004, him. 342

11 Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009,
him. 43-44

2|bid, him. 44
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c. Asas Mengikatnya Perjanjian (Asas Pacta Sunt Servanda)

Asas ini dapat diturunkan dari ketentuan 1338 ayat 1
KUHPerdata, yang merupakan akibat hukum dari suatu perjanjian,
yaitu adanya kepastian hukum yang mengikat suatu perjanjian.*3

d. Asas Itikad Baik (Togoe dentrow)

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata sebagai
berikut.

“Suatu perjanjian harusdilaksanakan dengan itikad baik”.

Itikad baik ada 2 (dua), yaitu :

1. Artinya bersikap objektif dan menghormati kesusilaan dan
kesusilaan
2. Subyektif dan ditentukan oleh sifat batin seseorang.'*
C. Tinjauan Umum Persetujuan Pemborongan
Perjanjian pemborongan di bawah hukum perdata disebut pemborongan
pekerjaan. Menurut Pasal 1601b KUHPerdata pemborongan kerja adalah:
“Persetujuan di mana satu pihak, pemborong; setuju  untuk
menyelesaikan pesanan dari pihak lain, kontraktor, dengan menerima
harga tertentu.”.®
Dari rumusan pasal tersebut, kita dapat melihat bahwa ada kesepakatan
antara kontraktor dan majikan untuk menyelesaikan pekerjaan pihak lain. Suatu
perjanjian yang diusahakan oleh salah satu pihak dari pihak lain dalam suatu

bentuk perjanjian tertentu, dan perjanjian kontraktual adalah suatu

Bbid, him. 45
1bid, him. 45
15 pasal 1601 b Kitab Undeng-Undang Hukum Perdata
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klausula perjanjian yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Judul 1
sampai dengan 4 Bab Ill KUHPerdata. Dalam Buku Il KUHPerdata
menetapkan ketentuan umum yang berlaku untuk semua kontrak. Baik yang
diatur oleh hukum perdata maupun kontrak jenis baru yang tidak memiliki
peraturan hukum.

Menurut Subekti, pemborongan pekerjaan (aanneming van werk) adalah
kontrak di mana satu pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk
pihak lain dengan imbalan pembayaran “upah tertentu.!®* Pemborongan
pekerjaan adalgh kesepakatan antara pihak-pihak yang mencari hasil kerja dan
mengharapkan pihak lain untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas
tenaga kerja. Pada saat yang sama, tidak masalah bagi pembeli*pekerjaan
bagaimana pembeli pekerjaan melakukannya dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam kontrak.

Ketentuan pemborongan umumnya diatur oleh 1601 hingga 1617
KUHPerdata. Perjanjian pemborongan bangunan juga diatur dalam hukum
perdata, yang diterapkan sebagai pelengkap peraturan yang secara umum harus
mengatur hak dan kewajiban pembangun, dan perhatian khusus diberikan pada
pembentukan klausul dalarﬁ kontrak kerja baﬁgunan. Ini akan diperhitungkan
baik dalam pelaksanaan kontrak dan pada akhir kontrak. Pemborong
bertanggung jawab untuk suatu jangka waktu, selama itu kontraktor
berkewajiban untuk memperbaiki setiap cacat yang nyata atau cacat konstruksi.

Dalam praktiknya, kontraktor bertanggung jawab atas masa

16 Subekti, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bandung: Intermasa, hal. 174



18

pemeliharaan sesuai dengan ketentuan kontrak. Undang-undang membagi
kontrak kerja menjadi tiga jenis:*’

1. Perjanjian untuk menyediakan layanan tertentu

2. Perjanjian kerja atau perundingan bersama dan

3. Perjanjian kerja.

Perjanjian untuk penyediaan layanan tertentu adalah kontrak di mana
satu pihak mengharuskan pihak lain untuk melakukan tugas untuk mencapai
tujuan di mana ia bersedia membayar upah, dan pihak lain menyetujui hal
tersebut dilaquan untuk mencapai tujuan. Musuh ini biasanya ahli dalam
menyelesaikan pekerjaan dan biasanya dikenakan biaya untuk layanan mereka
juga.'8

Perjanjian perburuhan adalah kontrak antara pekerja dan pemberi kerja.
Suatu perjanjian ditandai dengan adanya upah atau gaji tertentu yang
disepakati, dan adanya hubungan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu suatu
hubungan di mana salah satu pihak (majikan) berhak mengeluarkan perintah
yang harus dipatuhi. oleh orang lain.

Di sisi lain, apa yang disebut perjanjian pemborongan yang ditugaskan
adalah perjanjian antara SatL.J orang (pihak yar{g membeli pekerjaan) dan orang
lain (pihak yang membeli pekerjaan), di mana satu pihak setuju saya ingin
menerima hasilnya. dari pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran jumlah
sebagai tawaran yang menang. Bagaimana kontraktor melakukannya tidak

penting bagi pihak pertama. Hal ini karena diharapkan hasil yang akan

17R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, cet.10, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 57-58
181bid, hal. 58
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disampaikan dalam kondisi baik dalam jangka waktu yang ditentukan dalam
kontrak.®

Ketiga perjanjian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan.
Kesamaannya adalah bahwa yang satu bekerja untuk yang lain dan menerima
upah. Perbedaan ketiga kontrak tersebut adalah kontrak konstruksi memiliki
unsur ketergantungan dan kontrak penyediaan jasa dan kontrak karya memiliki
rekonsiliasi. Mengenai perbedaan antara perjanjian pemborongan dan
perjanjian penyediaan layanan, itu adalah bentuk perjanjian kontrak untuk
melakukan pek’erjaan tertentu sedangkan perjanjian penyediaan layanan adalah
bentuk kinerja untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang ditentukan.?°

Mengenai perbedaan antara perjanjian pemborongan dan perjanjian jual
beli, perhatian lebih harus diberikan pada letak perbedaannya, karena hanya
ada sedikit garis demarkasi yang jelas antara kedua kontrak tersebut. Jika
subjek kontrak, atau setidaknya subjek utama, adalah pekerjaan, C. Smith
menganggapnya sebagai kontrak kerja. Sebaliknya, jika tujuannya adalah
untuk menyerahkan barang, maka barang tersebut harus dibuat pada saat akad
dibuat, yaitu akad jual beli.?*

D. Tinjauan Umum Tentang.Bank
1. Pengertian Bank
Bank secara umum dapat diartikan sebagai tempat untuk

menyimpan dan meminjam uang. Namun, konsep perbankan pada saat

bid
20 F.X. Djumialdji, 1996, Hukum Bangunen, cet. 1, Jakarta: Rineke Cipts, hal. 5
Z1bid
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itu berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin
pesat. Beberapa ahli juga berkomentar tentang pentingnya bank. Ada
pendapat masing-masing ahli, tetapi pada dasarnya ini tentang bisnis dan
fungsi bank itu sendiri.

Beberapa definisi perbankan diturunkan dari hukum dan pendapat
ahli untuk memperjelas batasan pemahaman mereka. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1 Angka 2
memberikan pengertian bank sebagai berikut:??

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Marulak Pardede mengemukakan bahwa bank a(-:lalah 123

“Lembaga keuangan tempat orang menyimpan dananya semata-
mata dengan keyakinan bahwa uang itu akan dilunasi tepat
waktu dan menimbulkan bunga dalam bentuk bunga.

Drs. Melayu S.P. Hasibuan mengemukakan bahwa bank adalah :*

“Lembaga keuangan, pencipta uang, penggalangan dana, dan

pemberi pinjaman menyederhanakan dinamika pembayaran dan

penagihan, stabilisasi mata uang, dan pertumbuhan ekonomi”.

22 pasal 1 angke (2) Undang-Undang Nomor 21 Tehun 2008 tentang Perbankan Syarish

23 Marulak Pardee, Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar Harapan,
Jokarta 1998, hal. 1

%1bid
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2. Jenis-jenis bank

a. Bank konvensional

Bank konvensional lahir di Indonesia lebih awal dari bank syariah

dan memiliki banyak fasilitas di seluruh Indonesia. Bank tradisional

melakukan bisnis dengan terlebih dahulu menerapkan hukum bunga

yang ada, dan secara historis bank terbiasa mendapatkan keuntungan

dari bisnisnya. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia mengenal metode

suku bunga pembiayaan dan ruang lingkup regulasi perbankan

adalah:®

1)

2)

3)

4)

5

Asas-asas perbankan, Efisiensi, efektivitas dan ketahanan bank,
profesionalisme bankir, maksud dan tujuan lembaga perbankan,
hubungan bank, norma hak dan kewajiban, dll. '

Para pelaku bidang perbankan, dewan komisaris, Direksi,
Karyawan dan Pihak Terkait, dll. ke dalam bentuk hukum. PT
Persero, pengurus perusahaan daerah, koperasi, perseroan
terbatas, dll. Mengenai kepemilikan, seperti pemerintah, swasta,
joint venture dengan asing, dan bank asing.

Peraturan perbankan yang khusus dirancang untuk mengatur
perlindungan kepentingan umum dari perbankan; B. Pencegahan
persaingan tidak sehat, undang-undang antitrust, perlindungan
pelanggan, dil. !

Seputar struktur organisasi perbankan B. Adanya komite
moneter, bank sentral, dll.

Ini mengarah pada mengamankan tujuan yang dicapai oleh
operasi perbankan, seperti .pengadilan, sanksi, insentif,
pengawasan dan perbankan yang hati-hati.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konvensional berarti

“menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan.”?® Oleh karena itu, bank

konvesional menjalankan hukum bunga karena sudah ada dan

%5 Muhammad Djumhana, Hukum Perbanken di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

1993, hal. 10.

26 \WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balsi Pustoka, Jokarta, 1996,

hal. 522
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sudah menjadi hal yang lumrah. Produk-produk yang termasuk dalam
perbankan tradisional mencakup berbagai produk berdasarkan
praktik, dan perbankan tradisional sepenuhnya mencakup kegiatan-
kegiatan berikut:?’

1) Menghimpun dana (funding)
a) Simpanan giro
b) Simpanan tabungan
¢) Simpanan deposito
2) Menyalurkan dana (landing)
a) Kredit investasi, Kredit modal kerja, Kredit perdagangan
b) Kredit produktif, Kredit konsumtif, Kredit profesi
3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (sevices)
a) Kiriman uang .
b) Bank Card, Bank Garansi, Bank Draft, Kliring
c) Letter of Credit
d) Inkaso, melayani pembayaran
e) Cek wisata, safe deposit box, bank notes
f) Menerima setoran, bermain di dalam pasar modal.

b. Bank syariah
Perbankan syariah muncul sebagai salah satu alternatif
pemecahan masalah konflik antara bunga bank dan riba. Perbankan
syariah muncul di Indonesia sekitar tahun 90-an, tak lama setelah
berlakunya SK Nomor 72 Tahun 1992, diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10.Tahun 1988. Perhankan syariah berbeda dari bank
tradisional dalam hubungan bank-nasabah memiliki status hukum

sebagai kreditur dan debitur atau hubungan dengan

27 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jokarts, 2002, hal. 31-37



23

pelanggan sebagai mitra investor dan pedagang. Secara regulasi,

bank syariah cenderung:%

1. Hanya investasi halal

2. Jual beli atau sewa dengan prinsip bagi hasil

3. Berorientasi pada Keuntungan dan Farah

4. Hubungan pelanggan melalui kemitraan

5. Pengumpulan dan penyaluran dana harus dilakukan sesuai
dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah.

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum
Islam antara bank dengan pihak lain mengenai penyimpanan dana
dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dianggap
sesuai dengan hukum Syariah, termasuk pinjaman berdasarkan prinsip
bagi hasil (mudharabah). pembiayaan berdasarkan penyertaan modal
(musyarakah), prinsip jual beli komoditas dengan keuntungan
(mudarabah), atau modal berdasarkan prinsip pensiun murni tanpa
opsi Keuangan (ijarah). Atau mengalihkan kepemilikan barang yang
dipinjam dari bank oleh pihak lain (ijarah wa igtina).

Menurut Pasal.l Undang-UndaHg Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Bank Syariah:?®

28 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, dalam Neni Sri Imaniyati, Hukum
Bisnis Telash tentang Peloku don Kegiston Ekonomi, Penerbit Graha llmu, Yogyakarts, 2009, hal. 14
29 Pasal 1Undang-Undang Tahun 2008 Tentang Perbankan Syarish
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“Bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip
hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa dibidang syariah.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah entitas
yang menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan prinsip syariah,
yaitu bank yang beroperasi melalui pendanaan dan distribusi.
Penghargaan untuk prinsip Syariah. Bank Syariah adalah lembaga
yang kredibel yang melakukan kegiatan pembiayaan dan pembiayaan
serta kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keuangan semua
klien dan masyarakat®®. Sektor perbankan syariah Indonesia terdiri
dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS)
dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).!

6. Tugas dan fungsi bank
O.P. Simorangkir dalam bukunya Dasar-dasar dan Mekanisme
Perbankan memberikan pendapat beberapa ahli mengenai tugas dan fungsi
bank, yaitu antara lain menurut Mcleod dalam bukunya “The Theory and
Prectice of Banking”, .mengemukakan l;ahwa ,,Bussines of a banker is
essentially to create credit-semudah mungkin menciptakan kredit®.
Dijelaskan, bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan pinjaman

dengan cara menciptakan pinjaman lainnya, atau ,,a banker is a

30 D. Suhartento, M. Muflih, Setiawan, and N. Hadiati, "Loyalty Intention towards
Islamic Bonk: The Role of Religiosity, Image, ond Trust," Internstional Journal of Economics
and Management, vol. 12, pp. 119-132, 2018.

3https://www.ojk.go.id/id/kanal/syarish/date-den-statistik/statistik-perbankan-sysrish,
diokses 9 Februari 2021 pukul 15.20 wita.


https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah
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trader whose bussines is to buy money and debts by creatingother debts
debts™.3

R.G. Hawtrey menyebutkan, bank itu memberikan kredit dengan
cara menciptakan ,means of payment out of nothing" atau dengan
perkataan lain menciptakan alat pembayaran dari yang tidak ada. Cara
menciptakan ,means of payment out of nothing" ialah pinjaman yang
diberikan oleh bank tidak dibebankan dari saldo nasabah. Artinya, bank
pemberi kredit tidak mengurangi jumlah nasabah bank, sebaliknya selama
saldo bank mencukupi, nasabah bank memiliki hak penuh untuk menarik
uang.

7. Usaha-usaha bank

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan Syariah No.
21 Tahun 2008, bank umum dapat melakukan kegiatan usaha sebagai
berikut;®

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit.

Menerbitkan surat pengakuan hutang.

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang
masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebisaaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud.

2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebisaaan dalam perdagangan
suratsurat dimaksud.

3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.

4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

o

32 0.P.Simorangkir, Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan, Edisi Revisi, Cetakan Ke-6,
Perbanss Pusat, Jokarts, 1979, hal. 18
33 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syarish
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5) Obligasi.

6) Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan
1 (satu) tahun.

e. Pengiriman uang untuk keuntungan sendiri atau untuk kepentingan
Klien.

f.  menyimpan, meminjamkan, atau meminjamkan dana kepada bank lain
melalui surat, sarana telekomunikasi, wesel, cek, atau sarana lainnya;

g. Menerima pembayaran dari klaim surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan pihak ketiga.

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

i. Saya. Melaksanakan kegiatan penyimpanan untuk kepentingan orang
lain berdasarkan kontrak.

j. Melakukan penempatan dari nasabah kepada nasabah lain dalam
bentuk unlisted securities.

k. Melakukan kegiatan show, transaksi kartu kredit, kegiatan fidusia;

l.  Memberikan pinjaman dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan
prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

m. Melakukan kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh Bank,sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 7 Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa bank umum
dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut di atas dapat juga melakukan
kegiatan usaha sebagai berikut:**

a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asingj sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. Melakukan penyértaan modal padr;l bank atau lembaga keuangan
lainnya seperti leasing, modal ventura, perusahaan efek, perusahaan
asuransi, lembaga kliring, lembaga kliring, escrow body, dan lain-

lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

34 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syarish
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c. Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat gagal
bayar atau kegagalan pendanaan berdasarkan prinsip syariah, dengan
ketentuan bahwa penyertaan harus ditarik kembali sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk dilaksanakan.

d. Sebagai pendiri dana pensiun dan pengelola dana pensiun, bertindak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dana
pensiun yang berlaku.

E. Perjanjian Borongan Pekerjaan Dengan Pemerintah

Perjanjian pemborongan pemerintah tidak berbeda dengan kontrak
kerja biasa. Perbedaannya terletak pada pihak yang membeli karya dan
langkah atau tahapan perikatan. Ketentuan mengenai kontrak kerja dengan
Pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Selain itu masih ada beberapa aturan dari Algemene
Voorwarden voorde uitvoering bij aanneming van openbare werkwn in
Indonesia (A.V 1941) yang juga dipakai sebagai pératuran standar
pemborongan yang memuat syarat-syarat admnistrasi, bahan, dan teknis.

Pada prinsipnya, o:[oritas mana pun aapat mengadakan kontrak kerja
atau pemasokan dengan kontraktor. Pekerjaan kontraktor antara pemerintah
dan kontraktor biasanya dilakukan melalui tender, berbeda dengan swasta
yang lebih memilih untuk bernegosiasi. Di Indonesia, masalah
ketenagakerjaan dan pengadaan barang/jasa di pemerintahan terutama

terkait dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan
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ketentuan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pemborongan pekerjaan yang berkaitan dengan
pelaksanaan piagam proyek pemerintah, cara pembelian proyek dapat
dilakukan dengan empat cara: Pengadaan Barang/Jasa. ,pendeknya:
1. Pelelangan Umum
Pelelangan umum adalah lelang yang diumumkan secara
terbuka melalui media massa dan tersedia bagi masyarakat umum
yang berkepentingan dan dunia usaha. Sebagai aturan umum,
pemili'han produk dan layanan lain akan dilakukan melalui lelang
umum.
2. Pelelangan Terbatas
Pelelangan terbatas adalah pelelangan pekerjaan tertentu antara
kontraktor/mitra yang tercantum dalam Daftar Mitra Terampil
(DRM), dipilih sesuai dengan industri, ruang lingkup dan tingkat
keahlian. Aturan yang sama seperti untuk Lelang Terbuka berlaku
untuk Lelang Terbatas kecuali jika Lelang Terbatas diatur lain atau
sebaliknya. Jika tugasnya kompleks dan jumlah penyedia
jasa/penyedia jasa. terbatas, pemiliﬁan penawaran/penyerahan jasa
dapat dilakukan dalam kerangka proses lelang terbatas.
3. Pemilihan Langsung
Seleksi Langsung adalah penunjukan Kontraktor/Mitra sebagai
Kontraktor tanpa melalui Lelang Terbuka atau Lelang Terbatas.

Seleksi langsung dilakukan dengan membandingkan setidaknya tiga
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(3) penawar dari kontraktor/mitra (DRM) Daftar Rekanan Mampu
yang Memenuhi Syarat. Pemilihan langsung dapat dilakukan untuk
pengadaan senilai sampai dengan Rp. 100.000.000 (100 juta rupiah)
4. Pengadaan Langsung

Pengadaan langsung adalah praktek pengadaan barang/jasa oleh
kontraktor/mitra golongan ekonomi lemah (GEL) tanpa melalui
pelelangan umum atau terbatas atau pemilihan langsung. Nilai proyek
untuk pengadaan langsung adalah sekitar Rp5.000.000 (Rp5 juta). Rp
50.00Q.OOO (50 juta Rupiah). Pengadaan langsung dilakukan untuk
melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

d Sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah): pengadan
langsung dilakukan antara rekanan golongan ekonomi lemah
tanpa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) berarti dapat
dilakukan dengan akta dibawah tangan maupun akta
otentik/notaris.

b). Diatas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampéi dengan Rp
15.000.000 (lima belas juta rupiah), pengadaan langsung
dengan Sur.at Perintah Kerja'l (SPK) dari rekanan golongan
ekonomi lemah vyang tercantum dalam daftar rekanan
golongan ekonomi lemah yang disusun oleh Bupati Kepala

Daerah Tingkat 11/Walikotamadya.>®

35 Mariam Darus Badrulzeman,1994, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, hal. 83
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Kontrak kerja memiliki empat jaminan:
1. Bank Garansi/Garansi Bank/Jaminan Bank.

Bank garansi adalah salah satu bentuk jaminan
(borgtocht/guarante). Dalam hal ini, kesediaan bank/penjamin untuk
menjamin  berarti  bank  sebelumnya  telah  meminta
countergurantee/countergurantee dari penjamin dan oleh karena itu
bersedia menanggung risiko jika penjamin wanprestasi, dan nilainya
ditetapkan sebagai agunan dan sekurang-kurangnya sama dengan
dengan jumlah yang terdaftar di bank.
Counterguarantees/counterguarantees dapat berupa uang tunai atau
bentuk lain seperti giro, deposito, surat berharga, dan aset lainnya.
Demikian pula untuk memberikan jaminan bank, bank menerima
imbalan yang disebut akrual dari debitur/penjamin. Jumlah tersebut
dihitung berdasarkan persentase dari jumlah total bank garansi untuk
jangka waktu tertentu. Jika debitur/penjamin wanprestasi, bank akan
bertindak sebagai penjamin/penjamin ' menggantikan
debitur/penjamin, dan bank akan membayar kreditur/penjamin
sejumlah uang. éejak itu menjadi' hubungan pemberi pinjaman /
kreditur dan peminjam / debitur.

Dengan pemikiran ini, garansi bank hanyalah suatu bentuk
kredit yang tergantung pada keadaan tertentu di masa depan.
Hubungan kredit tidak ada jika Anda memberikan kontra-

jaminan/counter-garansi yang sesuai terhadap ketentuan bank
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garansi dan bank membayar kontra-jaminan. Praktik bank garansi
dalam kontrak kerja ini diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Klausul
ini mensyaratkan bahwa dalam perjanjian kontrak (pengadaan
barang dan jasa) nilainya melebihi Rp. 50.000.000 (50 Juta Rupiah)
bagi rekanan untuk memberikan bank garansi (bank garansi).
Namun perlu diketahui bahwa bank garansi ini berbeda dengan
Kredit Modal Kerja (KMK) yang diberikan kepada kontraktor.

' Bank garansi harus diberikan sebelum pekerjaan dilakukan,
sedangkan KMK untuk konstruksi hanya ada setelah
kontraktor/mitra menerima pekerjaan proyek. Sifat bank garansi
adalah insidental dan bank garansi tambahan, tergantung pada
adanya kontrak dasar seperti kontrak kontrak kerja yang disita dan
dijual, dengan memperhatikan Pasal 1831 KUHPerdata berbunyi:

“si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si
berpiutang selainnya jika si berutang lalai, sedangkan
benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan
dijual L.mtuk melunasi uta'mgnya”.

Dalam prakteknya, ketika memberikan jaminan bank, bank
selalu mengesampingkan hak istimewa/hak penting untuk menuntut
perampasan atau penjualan properti debitur untuk melunasi hutang.

Ada beberapa jenis kontrak bank garansi.
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a)Jaminan penawaran / Jaminan Tender / Jaminan Pelelangan
/ Tender Bond/Bid Bond, Diperuntukkan bagi mitra yang
mengikuti tender dengan nilai proyek sebesar Rp. 50 juta.
Jaminan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mitra
yang berpartisipasi dalam lelang adalah mitra yang benar-
benar jujur dan dapat dipercaya.

b) Jaminan  pelaksanaan/Performance bond, tujuannya
menjamin pelaksanaan proyek.

c) Jaminan Uang Muka/Prepayment Bond/Advance Payment
Bond, Suatu jenis bank garansi yang disebut letter of deposit,
yang nilainya paling sedikit sama dengan jumlah wang muka
proyek yang sebelumnya dicantumkan dalam dokumen
lelang.

d) Jaminan Pemeliharaan/Maintenance Bond, Jenis garansi
bank yang dirancang untuk mewajibkan mitra memperbaiki
cacat pekerjaan selama periode pemeliharaén.

2. Surety Bond
Surety bona adalah jaminari tertulis yang diterbitkan oleh
perusahaan asuransi  properti/kecelakaan yang mewajibkan
penerima jaminan untuk membayar jika terjadi
wanprestasi/wanprestasi yang dijamin. Ada juga empat jenis sponsor
dalam pekerjaan.

a. Jaminan Penawaran/Bid Bond
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b. Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond
c. Jaminan Uang Muka/Advance Payment Bond
d. Jaminan Pemeliharaan/Maintenance Bond

3. Jaminan Pemeliharaan/Maintenance Bond

Setelah kinerja mencapai 100%, proyek diserahkan kepada
Bauheer, yang dikenal sebagai pengajuan pertama. Untuk
pengiriman pertama, harga grosir biasanya hanya dibayar 95% dari
harga konstruksi. Oleh karena itu, sisa 5% dari harga grosir akan
tetap ditahan oleh Bauheer selama masa pemeliharaan, yaitu antara
pengiriman pertama dan pengiriman kedua, atas kehendak mitra, dan
mitra dapat memperbaiki cacat atau menambah pekerjaan.

Oleh karena itu, jika mitra tidak memperbaiki cacat selama
masa pemeliharaan, Bouwheer tidak ingin menyerahkan sisa 5%
dari harga grosir kepada mitra, tetapi baik untuk memperbaiki cacat,
menambah pekerjaan yang dilakukan sendiri, atau tangan itu akan
digunakan. ke pihak lain. Namun, jika mitra melakukan perbaikan
dan hasilnya disepakati dengan Bouwheer, 5% dari harga akan
dikembalikan ker;ada mitra.

4. Jaminan Pembangunan/Bouw Garansi

Pengaturan kontrak yang mengharuskan kontraktor yang
terlibat dengan Bouwheer untuk melanjutkan pekerjaan jika
kontraktor utama meninggal atau tidak dapat menyelesaikan

pekerjaan. Development Assurance memiliki tujuan untuk
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memastikan proyek tetap berjalan dan tidak ketinggalan. Dalam
prakteknya, jaminan pembangunan ini jarang dilaksanakan, tetapi
harus diperhitungkan karena dapat membuat pembangunan

berkelanjutan dan tidak berhenti sebelum waktunya.®

*1bid, hal 128
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BAB IlI
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-
prinsip hukum, dan yurisprudensi untuk menjawab pertanyaan yang ada.*’
Hukum membagi penelitian menjadi dua jenis:
1. Jenis penelitian hukum normatif
Penelitian ini -didasarkan pada prosedur dimana peneliti ilmiah
menemuka}n kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif. Studi
hukum normatif disebut juga studi hukum pendidikan. Adapun sifat
penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang melihat data secara
keseluruhan berdasarkan kualitas pelaksanaan norma-norma yang ada atau
sekedar hukum yang ada di masyarakat.
2. jenis penelitian hukum empiris
Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan
bukti empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal
yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku dunia nyata yang
dilakukan melalui peng.amatan Iangsung.'
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.

Artinya, penelitian yang menggunakan fakta empiris yang berasal dari

37 Peter Mohmud Marzuki, Penelition Hukum, Prenada Media Group, Jakerta, 2005, hal. 7.
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perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara
maupun perilaku dunia nyata yang dilakukan melalui observasi langsung.®
B. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach).

Pendekatan hukum adalah pendekatan yang mengkaji semua
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang
dibahas oleh peneliti dalam menyusun kajian hukum ini. Peneliti ilmiah
ini bermalgsud menggunakan hukum sebagai titik tolak untuk melakukan
analisis.

2. Pendekatan Yuridis Sosiologis (Sosiologis Approach)

Pendekatan sosio-legal terdiri dari mengidentifikasi dan
mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi yang sebenarnya.
Pendekatan hukum empiris bertujuan untuk memperoleh pengetahuan
hukum secara empiris dengan langsung menuju pada tujuan yaitu
pengetahuan tentang kesepakatan pengusaha grosir CV'Karya Wiraguna
Sejahtera (KWS) dengan pemerintah di Bank Syariah NTB..

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data{
Penelitian hukum empiris menggunakan sumber hukum sekunder
sebagai bahan awal untuk melanjutkan sumber hukum primer atau data

lapangan. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris masih didasarkan pada

3Mukti Fajor ND & Yulianto Achmad, Dualisme Penelition Hukum Normetif & Empiris,
Pustaoka Pelgjar, Yogyakarts, 2015, him, 185.
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asumsi normatif.®® Terkait dengan penelitian ini, maka sumber data yang
digunakan adalah:
1. Jenis dan sumber bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer yaitu :

Data diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer penelitian
ini diperoleh dari observasi atau wawancara dengan responden, pihak
lain yang secara langsung relevan dengan permasalahan tulisan ini.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu :

Data' yang diperoleh dari studi pustaka terdiri dari sumber hukum

primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.
c. Bahan Hukum Tersier yaitu :

Bahan hukum yang berisi petunjuk dan penjelasan tentang hukum
primer dan hukum sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia,
dll..

2. Jenis dan sumber data
a. Data Primer
Data primer adalah data faktual sosial tentang penerapan praktis
hukum yang dihadar;i peneliti.* Biasahya setidaknya ada tiga jenis alat
pengumpulan data. Yaitu penelitian, observasi atau pengamatani

terhadap dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau

33Amiruddin& Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelition Hukum, Cet. 6,Raje Grafindo
Persada, Jokarts, 2012, him, 133.
40 Mukti Fajer ND & Yulianto Achmed, Op. Cit, him, 59
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interview.*! Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil
wawancara atau interview dengan Kepala atau pimpinan Bank Syariah
NTB Cabang Lombok Timur.
b. Data Sekunder
Data sekunder biasanya merupakan data yang digunakan sebagai
data awal atau pembanding. Penelitian ini diawali dengan fakta-fakta
sosial yang dirujuk dalam buku-buku, kajian-kajian, dan jurnal-jurnal
akademik. Digunakan sebagai data hasil untuk mendukung data primer
dalam proses pembahasan dan analisis.*?
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam kajian hukum empiris ini, teknik pengumpulan data dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Studi kepustakaan
Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan dengan meninjau
sumber hukum, yang terdiri dari sumber hukum utama, seperti undang-
undang yang relevan dengan penelitian mereka. Selain sumber hukum
primer, sumber hukum sekunder seperti rancangan hukum, hasil
penelitian, karya hukur.n, dan sumber hu.kum tersier seperti ensiklopedia
hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif digunakan oleh peneliti.
b. Studi Lapangan
Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik

pengumpulan data dengan cara menanyai dan mewawancarai informan

41 Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum, Ul Press, Jakarta, 2006, him, 66.
42 Mukti Fajer ND & Yuliento Achmad, Op. Cit, him, 60.



dan responden guna memperoleh jawaban yang relevan dengan pertanyaan

yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah pihak di Bank NTB

syariah Cabang Lombok Timur dan CV. Karya Wiraguna Sejahtera

E. Analisa Bahan Hukum

peneliti akan secara sistematis mengatur dan menganalisis data primer dan
sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini. Peneliti secara kualitatif
berusaha mengungkap dan-menjelaskan (memahami) kejadian nyata dengan
tujuan menemukgn nilai yang dikandungnya guna mengungkap apa yang
melatarbelakanginya.Analisis data secara deskriptif.*®

Peneliti memperoleh data dengan menggunakan induksi atau*metode
menggambar kesamaan nilai yang terkandung dalam fakta yang berbeda, dan

juga menggunakan metode untuk merumuskannya secara lebih umum,

43 Mukti Fajer ND & Yulianto Achmad, Op. Cit, him, 283.
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